
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 23 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI.ANJA DAERAH I(AEIUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a bahwa Penjabarar Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tehun Anggaran 2020, telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019

tentang Penjabaral Anggaran PeEdapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun AJrg8JaI€n 2O2O'/

b. bahwa dikarenakan adalya Pandemi Corana Virus Disease

(COVID-f9) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tenta,l:g Percepatan

Fenanganan Corona Virus Disease 2019 difingkungan

Pemerintah Daerah, Keputusan E}ersama Menteri Dal,am

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor

l77lKMK.O7l2O20 tentang Percepata-n Penyesuaian

Anggaran Pendapatan Belarg'a Daerah Tahun 2020 dalam

rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (CO!1D-19)

s€rta Pengamanan Daya Beli MasyaraLat dan Perekonomian

Nasional darr Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7

l2O2O te,trtang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH

terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaika'r

laporal Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2O2O, 
^oka

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 perlu diadakan
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Talun Anggaran 2020.

: 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah fingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (IJmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

Undaag-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahaa lzmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keualgan

Negara (l€mbara-n Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44OO);

Undang-Undaag Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmbararr Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah darr Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 15O, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

,

3.

5.

7.

6.
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a. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiDana telah diubah

kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang ttrubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambatran l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791'/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belafrja Negara Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2019 Nomor

198, Tambahan lJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

64LOl;z

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilsn Rakyat Daemh (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

L€mba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

PerwekilEn Rakyat Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 454O);7

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Iayanarl Umum (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor

aso2lV

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Irmbarar Negiara

Republik lndonesia Noaot 45741; ,,
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9.

10.

11.

12.
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13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan Imbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575)7

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang

Sistem Informaai Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138' Tambahan

lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaisrana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Iniomrasi Keuangal Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

srss)./
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pel,aporan Keuangan dan Kinefa lnstansi Pemerintah

(l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06

Nomor 25, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor t16 14);7

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemeriotahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lmbamn Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Icmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737],:,.2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(L€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48l7li/
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambaha:r

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);7

15.

t7.

18.
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21.

19.

20.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Nega.ra/Daerah (Lembaran NegaJ:a

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambalan

Irmbaran Negara Republik Indonesi,a Nomor 5533);,'

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 114) sebagaimana telah diubah

dengan Peratural Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

I,embaian Negara Republik Indonesia Nomor 6402].//

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan

perwakilan rakyat daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambalan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 6057)2

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 731"/

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Imbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322)7

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembalgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (L€mba.ran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);7

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang darr Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 33);,,-

Peraturan Presiden Nomor 78 Tal:un 2019 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2O2O;7

27. Peraturan Presiden Nomor 13O Taltun

Petunjuk Telmis Dana A.lokasi Khusus

2019 tentang

Fisik Tahun

25.

26.
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24.

29.

34.

30.

31.

32.

33.

Keputusan Pr€siden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2O20

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corcna Virus

Disease 2019 (COVID- 19);,/

Lxtruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O2O tentang refocussing

kegiatan, realokasi anggEran, serta pengadasn barang dan

jasa dalan rangka p€rcepatan penanganan Corona Virus

Disease (COMD-19)7

Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun 2006

t€ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaiaana telah diubah beberapa kali tera.Lhir dengan

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Persturan Menteri Dalsm

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 31O)i,,/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dafr Bantuan Sosial yang bersumber dari

APBDV,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O30;,2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2O18

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaratra

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tahun Anggaran 20197
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 202O

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

(COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;.,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.O7|2OI9

tentang Dana Atokasi Umum Tambahan Bantuan

Pembayaran selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daeral4.z

35.

PAnIr (CO.a'Dli:r"'ll



38.

36.

39.

40.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.O7l2O2O

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran

2O2O dalam rajrgka Penanggulangan Corona Virus Disease

(covlD-19);,,,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7l2O2O

tentang Pengelolaan Tlansfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi

Corona Virus Dis€ase (COVID- 19) dan/atau menghadapi

ancaman membahayakan perekonomian nasional;7

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

6ll<\ll.712020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik

Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan

delavn plgls pencegahan dan/atau penanganan corona

Virus Disease (COMD- 19p
Keputusan berssma Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor 1 19/28 13/SJ Nomor 177 l KMK.O7 l 2O2O

tentang Percepatan Penyesuaial Anggaran Pendapatan

B€lanja Daerah Tahun 2O2O dalam rangka Penanganan

Corona virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020

serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

Nasional;zz

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/l<rlr.7 /2O2O

tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/

atau DaIa Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang

tidak menyampaikan l,aporan penyesuaian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahut Anggarat 2O2O;7

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Par{ang Daerah Kabupaten Musi

RAwas Tahun 2OOS-2O25 (L€mbaran Daerah Ks.bupaten

Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);/

41.
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42.

44_

M€rEtapkan :
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Pcraturan Deerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016-2021 (I€mbalan Daerah Kabupattn

Musi Rat as Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana tel'ah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol8

tentsng Perubatran atas Peraturan Daerah Nomor 6 ?ahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene<rgah

Daerah Kabupaten Musi Ratras Tahun 2016-2021

(I€mbaran Daerah Kabupaten Muai Rawas Tahun 2018

Nomor 1)7
Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan darr Suaunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (IEmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawaa

Tahun 2016 Nomor 10)i,/

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Bel,anja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Talun Anggaran 2O2O (Lmbamn Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor l0)/
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2Of9 tentang Penjabaran

Angg8ran Pendapatan dan Belaq-a Daerah KabuPaten Musi

Rawaa Tahun AngSgran 202O (Berita Daerah Kabupat€n

Musi Ranaa Tahun 2019 Nomor 98), sebaSaimana telab

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2O20

tentang perubahan l(edua Ataa Peratuan Bupati Nomor 98

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran kndapat,rr dan

Belanja Daerah thbupat€'n Musi Rawas Tahun Anggaran

2O2O (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2O

Nomor 3)7
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBA}IAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA

DAERAH TATTUN ANGGARAN 2O2O.,.

45,
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Pasal 1

Beberapa keGntuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belsnja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O19 Nomor 98), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebaaai

berikut :

Pasd I

Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 terdiri atas ;

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli

Daerah RP. l?7 .sffi.Af? .557,OO/

b. DanaPerimbangan Rp. 1.113.308'074.000,00,,'

c. Lain-lainPendapatan

2.

yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja Daera-h :

a Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan

Sosial

3) Belanja Bagi
Haeil kepada
Propinsi/
Kabupaten / Kota
dan
Pemerintahan
Desa

4l Belsnja Bantuan
Icuangan kepada
Propinsi/
Kabupaten/ Kota
dan
Pemerintahan
Desa

Rp. 317.r5r.r07.326,07/
Rp. 1.608.015.998.883'O7z

556.369.124.106,O7/

80.623.5oo.Ooo,ooz

Rp. Q,OO7

Rp. 6.671.7 14.59l,OO/

Rp.

Rp.

PAIAF KOORDINA-'Ii
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5) Belanja Tidak

Terduga

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang

dan Jasa

3) Belanja Modal

216.200.000.0@,ool

967 .216.172.997,O7./

Rp. 4A.201.22s.4O2,@./

Rp.

Rp.

b.

Jumlah Bel,anja
I-sngsung Rp.

Surplus/ (Defrsit) Rp.

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp

Jumlah Pembiayaan

Netto Rp

Sisa lebih pembiayaan

anggaran ta.l-un berkenaan Rp

385.946.706.144,34/

242.949.943.499,66,/

677.O97.915.446,OO,/

(36.298.O89.56O,ooy

36.298.089.560,O07

o,@/

36.294.049. O,OO,/

Rp.

Rp.

2.

3.

4,

5.

o,N./

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga L.ampiran I
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini,/
Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehinqga t -'npiran lI
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran tr

Peraturan Bupati ini.,,,

Ketentuan dalam kmpiran III diubah, sehingga Lampiran trI
berbunyi sebagairxrAna tercartum dala"rt L€mpiran III
Peraturan Bupati ini.,.
Ketentuan dalam Lampiran Miubah, sehingga Lampiran IV
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupati ini-

pi,llf;ialiili:



Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 20 Mei 2O2O

HBUPATI SI RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 20 Mei 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPA?EN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR 23

pasal U

Peraturan Bupati ini mulai berl,aku pada tanggal diunda.ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-

an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas.
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mrc runru | #*

PARTqI trOORDINASI

ll


